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Abstrak 

Presiden Negara Republik Indonesia telah menetapkan secara resmi bahwa pandemi 
Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam.Penetapan tersebut dinyatakan oleh 
Presiden melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2020.Pada saat pandemi ini para wajib pajak berhak untuk mendapatkan haknya 
karena telah ikut dalam memberikan sumbangan untuk penanggulangan covid- 
19.Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah kajian yuridis 
terhadap pemungutan pajak penghasilan (PPh) badan kepada wajib pajak pada 

   masa pandemi covid-19. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, dan 
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hasil dari analisis terhadap permasalahan ini adalah Pemerintah pusat lebih cermat 
dalam mempermudah wajib pajak badan khususnya yang telah beritikad baik dalam 
menyumbang untuk kepentingan penanggulangan pandemi covid-19 yaitu dengan 
pemberian insentif pajak dimana insentif pajak tersebut berupa pengurangan besaran 
pajak penghasilan terhadap wajib pajak berupa badan. Asas-asas dalam sistem 
perpajakan nasional harus direpresentasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah, 
bahwa pemungutan pajak pada akhirnya mencerminkan penguatan ketahanan 
ekonomi nasional serta membantu dalam percepatan pembangunan nasional, 
Pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

 

Abstract 

       The President of the Republic of Indonesia has officially declared the Covid-19 
pandemic a non-natural national disaster. This decision was stated by the President 
through Presidential Decree No. 12/2020. At the time of this pandemic, taxpayers 
have the right to get their rights because they have participated in this pandemic. 
contribute to the response to covid-19. The problem in this writing is how the juridi- 
cal study of the collection of corporate income tax (PPh) for taxpayers during the 
Covid-19 pandemic. This writing uses a normative juridical method, and the result of 
the analysis of this problem is that the central government is more careful in making 
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it easier for corporate taxpayers, especially those who have good intentions in contrib- 
uting to the interests of overcoming the Covid-19 pandemic, namely by providing tax 
incentives where the tax incentive is in the form of a reduction in the amount income 
tax for corporate taxpayers. The principles in the national tax system must be repre- 
sented in the form of government policies, that tax collection ultimately reflects the 
strengthening of national economic resilience and helps in accelerating national de- 
velopment, the Government can influence taxpayer compliance. 

 

 

 

 

1. Latar Belakang 

Wabah corona virus atau yang dikenal de- 

ngan Coronavirus disease 2019 (Covid-19) sudah 

ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) 

sebagai pendemi global sejak bulan Maret 2020 

lalu. Penetapan Covid-19 sebagai pandemi global 

oleh Dirjen WHO karena mempertimbangkan bah- 

wa adanya tingkat penyebaran dan penularan 

covid-19 yang telah mencapai tingkat yang sangat 

mengkhawatirkan (Laras, 2020). 

Presiden Joko Widodo telah menetapkan se- 

cara resmi bahwa Covid-19 sebagai bencana 

nasional non-alam. Penetapan tersebut dinyatakan 

oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Dis- 

ease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. 

Keputusan Presiden ini mengatur mengenai pelak- 

sanaan penanggulangan Covid-19 dimana peta 

penyebaran Covid-19 di Indonesia menurut situs 

Kementrian Kesehatan Indonesia pertanggal 1 

Desember 2020 sudah mencapai 543.975 orang, di- 

mana jumlah pasien yang sembuh mencapai 454.879 

orang (covid19.go.id, 2020). 

Sebelum pandemi Covid-19 melanda Indo- 

nesia di Negara ini dikenal istilah hukum yaitu Fiat 

Justicia Ruat Caelum yang mengandung pengertian 

tegakkan keadilan walaupun langit runtuh. Adagium 

tersebut diperkenalkan oleh Lucius Calpurnius 
Piso Caesoninus pada 43 Sebelum Masehi (SM), 

namun penerapan adagium ini tidaklah mudah. 
Apabila dilihat pengertian adagium tersebut dapat 

 
dikatakan bahwa keadilan harus ditegakkan 

sekalipun Hak Asasi Manusia harus dikesam- 

pingkan. Oleh karena itu seluruh elemen bangsa 

terutama para pemegang amanah sebagai pengon- 

trol sosial harus menunjukkan integritas yang 

tinggi dalam memberikan pengawasan terhadap 

kemungkinan tersebut (liputanhukum.com, 2020). 

Pandemi Covid-19 ditetapkan menjadi ben- 
cana nasional oleh Presiden melalui Keppres 

Nomor 12 tahun 2020, adagium hukum Solus Populi 

Suprema Lex Esto menjadi adagium yang banyak 

terdengar   secara   meluas.   Adagium   ini   diper- 

kenalkan oleh Marcus Tullius Cicero di era 106-43 

sebelum masehi (SM) dimana mengandung 

pengertian bahwa keselamatan dan kesejahteraan 

rakyat merupakan hukum tertinggi, adagium ini 

tidak bertentangan dengan adagium Fiat Justicia 

Ruat Caelum (Suhardin, 2007), akan tetapi berisiko 

untuk  dapat  disalahtafsirkan  contohnya  seperti 

menjustifikasi kesewenangan dengan alasan demi 

keselamatan rakyat atau menjadi sebuah alibi dari 

kebijakan yang merujuk pada kepentingan dalam 

penanganan pandemi Covid-19. 

Pandemi covid-19 ini telah mengakibatkan 

menurunnya ketahanan ekonomi nasional dimana 

terjadi evaluasi dan deregulasi yang cukup signi- 

fikan. Salah satu yang dapat menjadi penopang 

untuk ekonomi nasional salah satunya adalah dari 

sektor pajak (Asshiddiqie, 1998). Pemungutan pa- 

jak bukan sekedar kewajiban bagi masyarakat 

namun juga terdapat hak dari masyarakat yang 

melekat, dimana dari penerimaan pajak dapat 
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dipergunakan untuk memperkuat ketahanan eko- 

nomi nasional pada Pemerintahan pusat maupun 

daerah (Ismail, 2018). Sumber penerimaan yang 

telah diterima oleh negara harus dikelola dengan 

mengutamakan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Sumber pendapatan merupaka hak dari Pemerin- 

tah pusat yang akan diakui sebagai penambahan 

kekayaan bersih, dimana terdiri dari seluruh jenis 

penerimaan pajak, adapun salah satu bentuk klas- 

fikasi pajak adalah pemungutan pajak penghasilan 

(PPh) yang akan dibahas dalam penulisan ini. 

Pandemi ini para wajib pajak berhak untuk 

mendapatkan haknya karena telah ikut dalam 

memberikan sumbangan untuk penanggulangan 

covid-19, dimana hak yang akan didapatkan oleh 

para wajib pajak tersebut adalah berupa insentif 

PPh yaitu pengurangan dari jumlah pajak peng- 

hasilan yang dibayarkan dengan menggunakan se- 

buah regulasi hukum sebagai bentuk kebijakan 

yang dikeluarkan oleh Negara. 

Hak Asasi Manusia merupakan sesuatu yang 

bersifat inheren atau dapat juga dikatakan sebagai 

sesuatu yang sudah melekat di dalam diri setiap 

manusia, oleh karena itu Negara harus menjamin 

HAM terhadap masyarakatnya. Berdasarkan nilai 

tersebut yang ada di setiap manusia, maka HAM 

juga melekat pada setiap masyarakat yang ada di 

Indonesia dimana hak tersebut telah dijamin di 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945. 

Pajak dan HAM mempunyai sebuah korelasi 

dimana dapat dilihat dari bagaimana Negara men- 

dapatkan penerimaan dari masyarakat serta peng- 

gunaannya untuk membiayai keperluan Negara 

dan yang terpenting adalah untuk menciptakan 

kesejahteraan masyarakat. Merujuk pada pembuka- 

an UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

tertulis bahwa Negara harus melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indo- 

nesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. 

Korelasi antara pajak dan HAM dapat men- 

jadi   alat   untuk   menganalisis   terhadap   upaya 

Negara untuk mewujudkan ketahanan ekonomi 

nasional dengan fokus ke dalam pandemi covid- 

19 yang sedang melanda hampir diseluruh negara- 

negara di dunia. Berdasarkan hal-hal tersebut 

diatas maka akan dibahas mengenai kewajiban negara 

untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan juga 

kewajiban masyarakat sebagai pelaku usaha dan 

juga subyek pajak terkait implementasi hak untuk 

mendapatkan insentif pajak di masa pandemi 

covid-19 ini, khususnya terkait penetapan insentif 

pajak kepada wajib pajak badan yang ikut serta 

menyumbang untuk kepentingan penanggulan 

covid-19. Adapun permasalahan yang akan di- 

bahas dalam penulisan ini adalah bagaimanakah 

kajian yuridis terhadap pemungutan pajak 

penghasilan (PPh) badan kepada wajib pajak pada 

masa pandemi covid-19. 

 
2. Metode 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis 

normatif dimana akan diangkat isu-isu hukum 

mengenai kekaburan norma dalam pelaksaan 

pemberian insentif pajak penghasilan yang dibe- 

rikan kepada wajib pajak, masih diperlukan adanya 

penegasan dan sosialisasi agar dapat memper- 

mudah wajib pajak selaku pemangku hak terlepas 

dari kewajiban yang telah dilaksanakannya. Pene- 

litian ini menitikberatkan kepada sumber bahan 

hukum berupa studi kepustakaan yang didasarkan 

pada bahan hukum sekunder yang akan dikaitkan 

dengan keadilan sosial. 

 
3. Pembahasan 

Sistem perpajakan yang ada di Indonesia da- 

pat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi. Pajak 

Penghasilan (PPh) tergolong dalam klasifikasi 

penerimaan negara yang didasarkan pada lembaga 

pemungutnya, yaitu digolongkan kepada pajak 

negara atau dapat disebut juga dengan pajak pusat. 

Pajak pusat mengandung pengertian bahwa 

lembaga yang mengadakan pungutan pajak ter- 
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sebut adalah Pemerintah Pusat, penyelenggaraan 

pajak pusat di daerah dilakukan secara represen- 

tatif oleh Pemerintah pusat yang dalam hal ini ada- 

lah Kantor Pajak Pratama atau Kantor pelayanan 

pajak. Penerimaan pajak penghasilan (PPh) dalam 

kajian yuridis juga dapat digolongkan sebagai 

pajak langsung, artinya bahwa pajak tersebut dipi- 

kul oleh wajib pajak itu sendiri, tidak dapat dilim- 

pahkan kepada pihak maupun orang lain dike- 

nakan secara berkelanjutan pada waktu tertentu 

berdasarkan surat ketetapan pajak (Pranoto, 2016). 

Sejak adanya reformasi di dalam bidang per- 

pajakan pada tahun 1983 hingga saat ini, konsep 

dasar dari pengenaan pajak penghasilan di Indo- 

nesia masih sama walaupun undang-undang yang 

mengatur mengenai pajak penghasilan mengalami 

beberapa kali perubahan. Untuk saat ini pajak peng- 

hasilan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 

36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan (yang selanjutnya disebut 

sebagai UU PPh). 

Secara umum pajak penghasilan merupakan 

pajak terhadap penghasilan yang diperoleh atau 

diterima oleh wajib pajak, baik yang berupa per- 

orangan maupun badan yang berkenaan dengan 

penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak 

(Riyanto, dkk., 2021). Dalam hal ini akan dike- 

mukakan teori - teori pemungutan pajak dan alasan 

- alasan yang menjadi dasar pembenaran pe- 

mungutan pajak oleh fiskus negara, sehingga fiskus 

negara merasa punya wewenang untuk memungut 

pajak dari penduduknya. 

Teori asuransi: Teori ini menyatakan bahwa 

pembayaran suatu pajak dianggap sebagai premi 

asuransi yang harus dibayar oleh setiap masya- 

rakat pada waktu – waktu tertentu, karena dalam 

pemungutan ini merupakan tugas Negara untuk 

melindungi orang – orang dengan segala kepen- 

tingan, keselamatan, keamanan jiwa dan harta ben- 

danya. Teori ini menyamakan pajak dengan premi 

asuransi, di mana pembayaran pajak disanamakan 

dengan pembayaran asuransi sebagi pihak 

tertanggung. Sementara itu, Negara Negara di- 

posisikan sebagai pihak penanggung dalam per- 

janjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi, hu- 

bungan antara prestasi dan kontraprestasi terjadi 

secara langsung (Hidayatulloh, 2019). 

Dalam kenyataannya, Negara tidak mem- 

berikan ganti rugi begitu saja jika masyarakat 

menderita kerugian. Selain itu, antara jumlah – jum- 

lah pembayaran pajak dengan jasa yang diberikan 

oleh Negara tidak memiliki hubungan langsung. 

Oleh karena pincangnya persamaan itu dank arena 

suatu ajaran bahwa pajak itu bukan retribusi serta 

pembayaran pajak tidak dapat disamakan dengan 

premi asuransi maka teori mulai banyak di- 

tinggalkan penganutnya (Hidayatulloh, 2019). 

Selanjutnya teori kepentingan, dalam ajaran- 

nya (Resmi, 2017), teori ini mengatakan bahwa 

Negara mengenakan pajak terhadap rakyatnya ka- 

rena negara telah melindungi kepentingan rakyat. 

Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan 

besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. 

Jadi, lebih besar kepentingan yang dilindungi 

maka lebih besar pula pajak yang harus dibayar. 

Timbullah keberatan – keberatan dari teori 

ini, sebab dalam ajarannya pajak disamakan de- 

ngan retribusi, yaitu untuk kepentingan yang lebih 

diharuskan pembayaran pajak yang lebih besar 

pula, padahal orang miskin dalam hal tertentu 

(Riyanto, dkk., 2021). Misalnya, dalam lapangan 

jaminan social mempunyai kepentingan yang lebih 

besar, tetapi kenyataannya orang miskin yang 

membayar pajak lebih kecil dari pada si kaya 

bahkan mungkin tidak membayar pajak. Disam- 

ping itu, untuk kepentingan ini belum ada alat 

pengukuranya sehingga sulit untuk menentukan 

nilai pajak secara lebih tegas dan tepat. Oleh karena 

keberatan keberatan teori ini makin berkurang 

penganutnya. 

Teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti), 

teori ini muncul berdasarkan paham “Organische 

Staatsleer” yang mengajarkan bahw ajustru karena 

negaralah maka timbul hak untuk memungut pajak. 
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Menurut teori ini orang – orang tidak berdiri 

sendiri, dengan tidak adanya organisasi (Negara) 

tidak aka nada individu sehingga organisasi 

(Negara) ini berhak membebani setiap orang yang 

ada dalam Negara ini dengan kewajiban mem- 

bayar pajak dan kewajiban – kewajiban lain yang 

di bebankan oleh Negara (Hidayatulloh, 2019). 

Teori daya beli, menurut teori ini (Resmi, 

2017), pajak berfungsi sebagai pompa yang menye- 

dot daya beli dari rumah tangga masyarakat yang 

kemudian dikembalikan lagi pada masyarakat 

untuk memelihara hidup masyarakat dan mem- 

bawa ke arah yang diingin (tujuan Negara). jika 

ditinjau secara makro memang tidak ada ruginya, 

tetapi jika ditinjau secara mikro, tetapi jika ditinjau 

secara mikro ada ruginya, yaitu bagi orang kaya 

yang terkaena pajak. Akan tetapi, tidak boleh lupa 

bahwa kerugian itu diimbangi dengan jasa yang 

timbale secara tidak langsung, misalnya untuk 

membuat/ memperbaiki jalan-jalan, sekolah- 

sekolah, memelihara keamanan, dan sebagainya. 

Semua itu untuk kepentingan umum atau 

masyarakat, perlindungan keamanan jiwa dan 

harta benda rakyat pada umumnya. Jadi sebenar- 

nya uang yang berasal dari rakyat dikembalikan 

untuk rakyat melalui saluran lain. Berarti pada 

hakikatnya pajak tidak merugikan rakyat dan ka- 

rena itulah pemungutan pajak dapat dibenarkan. 

Teori daya pikul, menurut teori ini, dasar 

keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa – 

jasa yang diberika oleh Negara kepada rakyatnya, 

yaitu perlindungan atas jiwa dan harta benda 

rakyat. Untuk itu diperlukan biaya – biaya yang 

dipikul oleh segenap orang yang menikmati per- 

lindungan itu, yaitu harus dibayar menurut daya 

pikul seseorang (Hidayatulloh, 2019). 

Pokok teori ini adalah asas keadilan, yaitu 

tekanan pajak itu harus sesuai dengan daya pikul 

masing – masing. Menurut de langen (Resmi, 2017), 

daya pikul ialah, kekuatan sesorang untuk memi- 

kul suatu beban dari pada apa yang tersisa, setelah 

seluruh penghasilannya dikurangi dengan 

pengeluaran – pengeluaranyang mutlak untuk ke- 

hidupan primer dari sendiri dari pada keluarga. 

Sementara itu, Cohen Stuart menyamakan daya 

pikul dengan sebuah jembatan, yakni bahwa daya 

pikul itu sama dengan seluruh kekuatan jembatan 

dikurangi dengan bobot sendiri. Beliau mengata- 

kan bahwa seharusnya yang sangat diperlukan 

untuk kehidupan tidak dimasukkan dalam penger- 

tian daya pikul. Kekuatan untuk menyerahkan 

uang kepada Negara baru ada, jika kebutuhan – 

kebutuhan primer manusia untuk hidup telah 

tersedia. Hak manusia yang pertama adalah dak 

untuk hidup, maka sebagai anasir pertama adalah 

“minimum kebutuhan”. 

Bedasarkan hal tersebut diatas, maka me- 

nurut teori ini, kekuatan untuk menyerahkan uang 

kepada Negara baru ada jika kebutuhan-kebutuhan 

primer untuk kehidupan sehari – hari sudah 

tercukupi. Termasuk jika keluarga terdapat anak 

yang cacat atau orang jompo akan memengaruhi 

daya pikul seseorang. 

Teori pembangunan, Indonesia yustifikasi 

pemungutan pajak yang paling tepat adalah pem- 

bangunan dalam arti masyarakat yang adil dan 

makmur (Resmi, 2017). Disamping itu terdapat juga 

asas-asas pemungutan pejak seperti: Asas yuridis 

yang mengemukakan supaya pemungutan pajak 

didasarkan pada undang-undang; Asas ekonomis 

yang menekankan supaya pemungutan pajak 

jangan sampai menghalangi produksi dan 

perekonomian rakyat; Asas finansial menekankan 

supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut 

pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang 

dipungut (Hidayatulloh, 2019). 

Dasar dalam pengenaan pajak penghasilan 
diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh yaitu di- 

sebutkan bahwa “yang menjadi objek pajak adalah 

penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal 

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 

wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam 
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bentuk apapun,...”. Berdasarkan pasal tersebut dapat 

terlihat konsep pengenaan pajak penghasilan yang 

ada di Indonesia dimana bersifat luas 

Lima prinsip yang terkandung dalam pasal 

di atas yaitu: (ddtc.co.id, 2020) Terkait dengan 

klausul “setiap tambahan kemampuan ekonomis”, hal 

ini mengarah kepada setiap tambahan kemampuan 

setiap wajib pajak untuk menguasai barang dan/ 

atau jasa yang didapatkannya dalam tahun pajak 

tertentu. Yang dimaksudkan dalam kata “tam- 

bahan” disini adalah jumlah bersih (netto) dari 

penghasilan yang terdiri dari jumlah penerimaan 

atau perolehan penghasilan bruti dikurangi oleh 

biaya mendapatkan, menagi dan memelihara yang 

terkait dengan penghasilan tersebut. 

Klausul kedua “yang diterima atau diperoleh 

wajib pajak”, dalam klausul kedua mengandung arti 

bahwa pengenaan pajak penghasilan dilakukan 
hanya apabila pertambahan kemampuan ekonomis 
dari wajib pajak yang bersangkutan telah 

terealisasi. Klausul ketiga “yang berasal dari Indone- 

sia maupun yang berasal dari luar Indonesia”, klausul 

ini mengacu pada sistem perpajakan worldwidw in- 

come yang diterapkan kepada subjek pajak dalam 

negeri yang terkait dengan kewajiban pajak objek- 
tifnya. 

Dengan perpajakan tersebut maka semua 

penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib 

dikenakan pajak penghasilan, baik yang berasal 

dari Indonesia maupun dari luar negara Indone- 

sia. Klausul keempat “yang dipakai konsumsi maupun 

yang dipakai untuk membeli harta tambahan”, pada 

klausul keempat ini merupakan metode untuk 

menghitung dan/atau mengukur besar kecilnya 

penghasilan yang akan dikenakan pajak. Untuk 

klausul terakhir yang berbunyi “dengan nama dan 

dalam bentuk apapun” adalah merupakan bentuk dari 

penerapan prinsip the substance over form principle 

yang berarti substansi ekonomis dari suatu peng- 

hasilan lebih diutamakan daripada bentuk formal 

dari penghasilan tersebut. 

Perhitungan pajak penghasilan yang ter- 

utang, agar wajib pajak dapat mendapatkan nomi- 

nal pajak penghasilan terutang, dapat mengkalikan 

penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang 

berlaku. Tarif pajak yang dikenakan pada badan 

adalah sebesar 25% (dua pulu lima persen), besaran 

tarif ini berlaku mulai dari tahun pajak 2010. Walau- 

pun demikian, tidak semua penghasilan dikenakan 

pajak penghasilan, terdapat pengecualian untuk 

dapat dikenakan pajak penghasilan dan kondisi- 

kondisi yang memungkinkan untuk mendapatkan 

insentif pajak yang akan diberikan oleh pemerintah. 

Penetapan covid-19 sebagai bencana nasional 

non-alam menjadi pertimbangan wajib pajak 

nantinya dapat mendapatkan insentif pajak yaitu 

berupa pengurangan penghasilan kena pajak di 

dalam perhitungan pajak penghasilan badan. Wajib 

pajak yang berbentuk badan berhak mendapatkan 

insnetif apabila terdapat peristiwa pemberian 

sumbangan dengan kepentingan untuk membantu 

pemerintah dalam menanggulangi pandemi covid- 

19. 

Peraturan pelaksana UU PPh yaitu pada 

Pasal 6 angka 1 huruf i Peraturan Pemerintah 

Nomor 93 tahun 2010 tentang Sumbangan Penang- 

gulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian 

dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendi- 

dikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya 

Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat Di- 

kurangkan dari Penghasilan Bruto, disebutkan 

bahwa suatu biaya yang dapat dikurangkan 

sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto da- 

lam rangka perhitungan kena pajak bagi wajib pajak 

adalah termasuk sumbangan dalam rangka pe- 

nanggulangan bencana nasional, yang merupakan 

sumbangan untuk korban bencana nasional yang 

disampaikan secara langsung melalui badan 

penanggulangan bencana atau disampaikan secara 

tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang 

telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang 

berwenang untuk pengumpulan dana penang- 

gulangan bencana (Peraturan Pemerintah Nomor 

93 tahun 2010). 
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Kewajiban bagi pemberi sumbangan penang- 

gulangan Covid-19 agar terkualifikasi menjadi 

penerima insenti, yaitu berupa pengurangan pada 

penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut: 

(Gede, 2020) Wajib melampirkan bukti penerimaan 

sumbangan dan/atau biaya pada Surat Pemberi- 

tahuan PPh dengan menggunakan formulir pene- 

rimaan sumbangan sesuai contoh format yang 

sebagaimana tercantum pada Lampiran II PMK No. 

76/PMK.03/2011. Selain itu, wajib pajak juga harus 

memperhatikan ketentuan PMK No. 86/PMK.03/ 

2020. 

Perlu diketahui bahwa setelah diundangkan- 

nya PMK No. 86/PMK.03/2020 juga memberi 

insentif pada PPh 21 bagi penghasilan yang di- 

peroleh karyawan dari pemberi kerja, itu ditang- 

gung oleh pemerintah (DTP) dengan kriteria ter- 

tentu. Ketua gugus tugas Covid-19 mengeluarkan 

Surat Edaran nomor 6 Tahun 2020, dimana dalam 

surat edaran tersebut mempertegas status pandemi 

covid-19 masih berlaku sampai dengan berakhir 

yang akan ditandai dengan keluarnya putusan pre- 

siden, artinya status darurat bencana menyesuai- 

kan dengan Keppres No. 12 Tahun 2020. Selama 

Keppres belum diakhiri, maka status Covid-19 

masih berlaku. Hal tersebut mengindikasikan 

pemerintah tepat dalam mengambil kebijakan 

yang dipandang responsif terhadap pelaku usaha 

dan masyarakat guna mendorong perekonomian 

nasional. 

Pandemi Covid-19 ini merupakan momen- 

tum untuk membuktikan bahwa negara Indonesia 

dapat melewati krisis global yang diakibatkan 

Covid-19. Asas-asas dalam sistem perpajakan 

nasional harus direpresentasikan dalam bentuk 

kebijakan pemerintah, bahwa pemungutan pajak 

pada akhirnya mencerminkan penguatan ketahan- 

an ekonomi nasional serta membantu dalam per- 

cepatan pembangunan nasional. Pemerintah dapat 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

Sigit Susilo Broto dalam penelitiannya yang 

berjudul “Dapatkah Kebijakan Pemerintah Mem- 

pengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia”. 

menyimpulkan bahwa persepsi wajib pajak menge- 

nai akuntabilitas pemerintah dalam membelanjakan 

penerimaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak di Indonesia. Sehingga pemerintah per- 

lu meningkatkan akuntabilitas dalam membelan- 

jakan penerimaan pajak guna mendorong ke- 

patuhan wajib pajak kedepannya (Broto, 2018). 

Peningkatan akuntabilitas dapat ditunjukan 

dengan kualitas APBN untuk menunjukan keber- 

pihakan pemerintah terhadap kualitas kesejahtera- 

an masyarakat, langkah tersebut telah diupayakan 

pemerintah,Kementerian Keuangan pada tanggal 

29 Juni 2020 didalam rapat kerja antara lembaga 

keuangan dengan Komisi XI DPR RI, telah 

menyampaikan bahwa pemberian insentif pajak 

untuk pelaku usaha akan diperpanjang hingga 

Desember 2020 dari rencana semula yang akan 

berakhir pada September 2020 (ddtc.co.id, 2020). 

Berdasarkan hal-hal diatas dapat disimpulkan 

bahwa pemerintah telah mengupayakan untuk 

menjaga kualitas APBN ditengah pandemi Covid- 

19 (ddtc.co.id, 2020). 

Dengan langkah-langkah yang bertujuan 

mendorong masyarakat yang berstatus sebagai 

wajib pajak untuk tetap menjalankan usahanya 

disertai membayar kewajiban pajaknya dengan 

bantuanincentives tax progarams yang telah dikla- 

sifikasikan pemerintah berhak untuk diperoleh 

oleh wajib pajak (ddtc.co.id, 2020). Pajak dipungut 

penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna 

menutup biaya produksi barang - barang dan jasa 

kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum 

(Nanda, dkk., 2021). Negara dalam melakukan 

pemungutan pajak harus memperhatilan beberapa 

ketentuan, diantaranya: 

Pungutan pajak tidak mengganggu pereko- 

nomian: Pemungutan pajak harus diusahakan 

sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi 

perekonomian, baik kegiatan produksi, perda- 

gangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan 
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sampai merugikan kepentingan masyarakat dan 

menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok 

pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah. 

(Ditama Binbangkum, 2011) 

Pemungutan pajak harus efesien: Biaya-biaya 

yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak 

harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang 

diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan 

pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungut- 

an pajak harus sederhana dan mudah untuk 

dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak 

akan mengalami kesulitan dalam pembayaran 

pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi 

waktu (Ditama Binbangkum, 2011). 

Sistem pemungutan pajak harus sederhana: 

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentu- 

kan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem 

yang sederhana akan memudahkan wajib pajak 

dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai 

sehingga akan memberikan dapat positif bagi para 

wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam 

pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pe- 

mungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan 

membayar pajak (Ditama Binbangkum, Indonesia. 

2011). 

Indonesia menganut asas domisili dan asas 

sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. 

Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan 

yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang 

mengatur mengenai pengecualian subjek pajak 

untuk orang pribadi. Dalam hal ini akan dikemu- 

kakan teori - teori pemungutan pajak dan alasan - 

alasan yang menjadi dasar pembenaran pemungut- 

an pajak oleh fiskus negara, sehingga fiskus negara 

merasa punya wewenang untuk memungut pajak 

dari penduduknya. 

 
4. Simpulan 

Pemerintah pusat lebih cermat dalam mem- 

permudah wajib pajak badan khusunya yang telah 

beritikad baik dalam menyumbang untuk kepen- 

tingan penanggulangan pandemi covid-19 yaitu 

dengan pemberian insentif pajak dimana insentif 

pajak tersebut berupa pengurangan besaran pajak 

penghasilan terhadap wajib pajak berupa badan. 

Sebenarnya telah diamanatkan dengan jelas di 

dalam Pasal 6 angka 1 huruf i pada UU PPh dan 

yang menjadi dasar adalah PP Nomor 93 tahun 

2010, PMK No. 76/PMK.03/2011 sebagai aturan 

pelaksana lanjutan, dan kemudian juga diharuskan 

untuk memperhatikan ketentuan PMK No. 86/ 

PMK.03/2020. Tidak sampai hanya disitu, peme- 

rintah telah berkomitmen untuk memperpanjang 

serta memperluas cakupan pemberian insentif pajak 

sampai Desember 2020 dengan didasari pada 

Perpres No. 72 Tahun 2020 yang merevisi Perpres 

No. 54 Tahun 2020. Dengan demikian penetapan 

Covid-19 menjadi bencana nasionalnon-alam men- 

jadi pertimbangan yang cukup kuat dan layak bagi 

wajib pajak yang memberikan sumbangan untuk 

kepentingan penanggulangan Covid-19 untuk 

mendapatkan pengurangan pada penghasilan kena 

pajaknya. 
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